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Abstrak. Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di kabupaten. Pentinganya 

keuangan desa ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keadaan 

yang ada di desa sebenarnya menunjukkan pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Dimulai dari 

tahap perencanaan harus disusun bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa 

harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Pengabdian bertujuan untuk melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

desa,. membina perencanaan pada penggunaan akun Siskeudes pada aparat desa meliputi masalah penginputan, masalah 

posting anggaran dan laporan keuangan di dalam APBDes. Pendampingan BUMDes, persamaan persepsi dengan 

aparatur desa, regulasi BUMDes, Job Desk Manajerial BUMDes. Sasaran yang ditujukan adalah perangkat desa yaitu 

kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Metode penerapan yang dilakukan pembinaan dan pendampingan. 

Tingkat ketercapaian sasaran program dibuatnya peta jalan BUMDes dan pelaporan keuangan dana desa telah 

menggunakan sistem Siskeudes. 

Kata kunci: BUMDes; dana desa; pendapatan asli desa 

Abstract. Village finances are strategic for both the village and the government in the district.the importance of the 

village finances is upheld by the provision of the bill for village number 6 of 2014. The conditions in the village 

actually indicate a financial pattern in the village done by village device. Starting from the planning stage must be 

organized with village people because in the performance and financial circumference of the village must be managed 

by transparent principles, accountable, passive participation also orderly and budgetary discipline. Service towards to 

composing document planning for village development. Teaching planning on using the synopsis account to village 

officials includes exposure issues, budget postings and financial financial reports in APBDes. A buffer of BUMDes, 

Equal perception of village personnel, BUMDes regulation, Job Desk Managerial BUMDes. The targets are the village 

devices of the village treasurer. An application of coaching and wingman. The level of application for the program’s 

objectives was created BUMDes road map and reported financial funds in the village have used the Siskeudes system. 
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PENDAHULUAN 

Kondisi pengelolaan desa di Tanjung Alai berupa dokumen negara yang wajib disediakan oleh negara itu ada 

beberapa diantaranya, dikantor desa itu harus ada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). 

Berkas ini tidak ada di desa, masih dikuasai oleh oknum Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), RKPDes 

(Rencana Kerja Desa) , APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Laporan akhir Pelaksanaan yang 

harus disusun oleh kepala desa yang dikumpulkan di kabupaten paling lama bulan februari itu juga harus ada 

di desa. Tetapi kenyataannya di desa tanjung Alai dokumen ini belum ada. 

Pengelolaan keuangan desa tidak transparan, dilihat dari peraturan kemendes itu menjelaskan tentang 

alokasi penggunaaan desa tahun 2016/2017. Di tahun 2016 itu disyaratkan bahwa APBDes itu harus 

disosialisasikan kepada masyarakat, harus dibuat dalam bentuk spanduk atau baliho dan di pasang di tempat-

tempat umum yang strategis di desa. Itu tidak pernah dilakukan. Dari segi ekonomi, pengelolaan danau PLTA 

itu berpotensi untuk mengembangkan perikanan dan wisata. Danau PLTA itu bisa dikembangkan menjadi 

BUMdes Wisata. Masyarakat tempatan sangat tradisonal sekali dan konvensional. Dari Segi Pariwisata ada 5 

objek destinasi yaitu, Green KenyonGulamo Cilakio, Pulau Tonggas Sungai Bay, Air terjun Pulau Simo, 

Panorama Puncak Pukatan dan Kasiak Putiah Pulau Gundih. Kelima objek wisata ini belum tertata oleh desa.  

Disini kita perlu memaksimalkan peran BUMDes itu untuk peningkatan PADes. Tata kelola dana desa 

menjadi pengelolaan yang transparan, inklusif dan tepat sasaran. Di desa ini berpotensi untuk meningkatkan 

PADesa dari sector pariwisata. Membina masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui dana 

desa dan BUMDes pariwisata. Informasi potensi mengenai pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan 

dan undang-undang, melalui pendampingan akuntansi dana desa sehingga pengelolaan menjadi profesional. 

BUMDes yang ada sekarang belum berjalan seperti yang diharapkan. Diharapkan nantinya bisa bergerak dan 

berkembang.  Adanya kendala dengan regulasi kita bisa konfirmasikan dan sharing dengan kepala dinas. 

Dalam pengelolaan keuangan desa harus transparansi. Sehingga organisasi secara terbuka menyediakan 

informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (Atmadja 

dkk, 2013:19). Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban 

atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada 

pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara 

dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI, 2002:12 dalam lestari (2014). Untuk terwujudnya 

transparasi dan akuntabilitas harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang 

baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dan 

pelaporan dana desa yang diberikan pemerintah ini. 

Kepala desa akan memikul tanggung jawab lebih besar untuk semua kewenangan dalam pengelolaan dana 

desa. Kepada desa mengelola dana yang begitu besar, maka penting bagi kepala desa termasuk perangkat desa 

lainnya untuk membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola keuangan. Membuat 

pembukuan yang baik, akuntabel dan transparan. Dengan minimnya tingkat pendidikan kepala desa/perangkat 

desa untuk mampu mengelola dana yang demikian besar tersebut menjadi sesuatu yang penting agar 

penggunaan dana desa mendapat kawalan dari berbagai pihak baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. 

Pengawalan tersebut dapat dalam bentuk pendampingan dari pemerintah daerah termasuk dalam penyusunan 

anggaran maupun dalam bentuk check and balance atau saling kontrol di antara pihak-pihak yang ada di desa. 

Perumusan masalah  

Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan 

aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi 

SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa yang benar-

benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah dan memberdayakan BUMDes sehingga bisa 

meningkatkan PADes. 

Solusi pengelolaan keuangan dana desa ini dengan implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan 

bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus 

bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Demi memperkuat otonomi desa, pemerintah 

kabupaten/kota perlu mengupayakan beberapa kebijakan. Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada 

desa untuk menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa 

dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, memberikan bantuan kepada 

desa berdasar peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya capacity building tidak hanya 

bagi aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas (koordinasi, 

bimbingan dan pengawasan).    
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Tujuan kegiatan pengabdian 

Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pembinaan  segi pengelolaan dana desa sesuai ketentuan dan 

undang undang, dimana setiap desa wajib melaporkan keuangannya melalui Siskeudes (Sistem Keuangan 

Desa). Di tahun 2017, BPK mengharuskan pelaporan keuangan desa melalui siskeudes. Belum diterapkan 

Siskeudes sumber daya manusia yang belum ada, aplikasinya sudah terinstal ataupun tidak, bendahara desa 

bisa atau tidak menggunakan sistem siskeudes ini. BUMDes sudah ada namun belum beroperasi, belum jelas 

bergerak di bidang apa. Modal BUMDes ini juga belum jelas karena tidak adanya regulasi yang jelas mengatur 

tentang penyertaan modal BUMDes dari dana desa. Regulasinya belum jelas sehingga kepala desa, kepala 

dinas dan konsultan pendamping tidak bisa membuat kebijakan karena regulasi tidak ada. Karena salah buat 

regulasi akan menyebabkan sanksi pidana. 

Kajian literatur 

Konsep akuntabilitas Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 

menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting 

untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak 

abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik 

mengenai masalah yang harus dipertanggungjawabkan. 

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002: 105). Pertama, 

prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat 

memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan 

kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. 

Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa 

proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan 

dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD danmasyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk 

mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun 

pelaksanaan anggaran tersebut. 

Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran 

yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya 

dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana 

masyarakat tersebut dapat menghasilkan ouput yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa 

penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. 

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, cara yang paling efektif 

adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat 

berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui 

tahapan-tahapan tertentu. 

Menurut LAN (2000:145), hasil pengawasan harus dijadikan bahan untuk: 

a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan 

ketidaktertiban; 

b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan 

ketidaktertiban tersebut; 

c. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan 

melaksanakan tugas-tugas organisasi. 

Oleh karena itu pengawasan baru bermakna jika diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut yang nyata 

dan tepat. Dengan kata lain, tanpa tindak lanjut, pengawasan sama sekali tidak ada artinya. Transparansi 

(Transparancy), dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 

2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Keterbukaan informasi diharapkan akan 

menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik 

(Bapenas & Depdagri, 2002). 

http://conference.unri.ac.id/
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Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan 

mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang 

berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang 

dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.  

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator (Loina, 2003) seperti berikut: 1) 

Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua prosesproses pelayanan publik; 2) 

Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan 

publik, maupun proses-proses didalam sektor publik ; 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun 

penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani. Keterbukaan 

pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi 

bertanggungjawab kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam 

sektor publik. 

METODE PENERAPAN 

Metode yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembinaan adalah melalui pendampinga dan 

pendampingan, In house Training / On Job Training. Dimulai dari Pra Survey terhadap dana desa, identifikasi 

masalah/potensi desa, Maping Problem, penyusunan dokumen perencanaan, penentuan pokok-pokok 

pendampingan, Evaluasi berkala. Pada tata kelola dana desa, informasi yang diperlukan adalah jumlah dana 

desa yang diterima oleh desa tersebut dari tahun ke tahun. Informasi yang diperlukan yaitu tersedianya 

dokumen melalui pengumpulan Dokumen perencanaan pembangunan desa pada RPJMdesa, RKP Desa dan 

APB Desa. Bentuk kegiatan mencari informasi ke desa mengenai pendamping atau dinas pembangunan 

masyarakat desa/kabupaten Kampar. Informasi yang diperlukan dalam pendampingan penyusunan siskeudes 

yaitu ketersediaan aplikasi siskeudes, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan penggunaan siskeudes. 

Bentuk kegiatannya melalukan pendampingan penggunaan Siskeudes. Dari sisi BUMDes informasi yang 

diperlukan referensi umum/akademis/naskah akademis mengenai undang-undang desa, bentuk-bentuk regulasi 

BUMDes dan turunannya. JOB desk dan manajemen pengelolaan desa, potensi-potensi usaha. Bentuk 

kegiatannya penyamaan persepsi mengenai urgensi BUMDes, regulasi BUMDes, Rincian kerja pengurus dan 

fokus usaha. 

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN 

Gambaran umum masyarakat sasaran 

Kondisi Demografi Desa Tanjung Alai Desa Tanjung Alai terletak di dalam wilayah Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau yang berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Lubuk Agung Kecamatan XIII Koto Kampar, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Gadang 

Kecamatan XIII Koto Kampar, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan 

Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Batu 

Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. Luas wilayah Desa Tanjung Alai adalah 7.365 Ha, dimana 80% 

(delapan puluh persen) berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit. Pada umumnya wilayah desa Tanjung 

Alai dijadikan sebagai lahan perkebunan karet, kelapa sawit, gambir dan cokelat.  

Sedangkan iklim Desa Tanjung Alai, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim 

tropis yaitu musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap hasil 

perkebunan yang ada di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Dua musim tersebut memang dapat 

mempengaruhi hasil-hasil pertanian dan perkebunan, sehingga masyarakat harus menyesuaikan dengan musim 

tersebut agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagi masyarakat desa Tanjung Alai yang memang sebagian 

besar mempunyai penghasilan dari 18 berkebun tentunya sudah mengetahui betul tentang musim kemarau dan 

musim penghujan yang terjadi di daerahnya. 

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan Desa Tanjung Alai Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tanjung 

Alai, secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sedang dan 

kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian 

besar di sektor non formal seperti perkebunan 22 karet, sawit, gambir dan sebagian kecil di sektor formal 

seperti PNS Pemda, honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan lain-lain. Visi Desa Tanjung Alai adalah 

”Terwujudnya Desa Tanjung Alai Sebagai Pusat Agribisnis dalam Lingkungan Masyarakat yang Berbudaya, 

Sejahtera dan Agamis Tahun 2021”. 

http://conference.unri.ac.id/
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Pengelolaan desa di Tanjung Alai berupa dokumen negara yaang wajib disediakan oleh negara itu ada 

beberapa diantaranya, dikantor desa itu harus ada RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). 

Berkas ini tidak ada di desa, masih dikuasai oleh oknum Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), RKPDes 

(Rencana Kerja Desa) , APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Laporan akhir Pelaksanaan yang 

harus disusun oleh kepala desa yang dikumpulkan diKabupaten paling lama Bulan Februari itu juga harus ada 

di desa. Tetapi kenyataannya di desa tanjung Alai dokumen ini belum ada. 

Dari Segi Pariwisata ada 5 objek destinasi yaitu, Green KenyonGulamo Cilakio, Pulau Tonggas Sungai 

Bay, Air terjun Pulau Simo, Panorama Puncak Pukatan dan Kasiak Putiah Pulau Gundih. Kelima objek wisata 

ini belum tertata oleh desa. Disini kita perlu memaksimalkan peran BUMDes itu untuk peningkatan PADes. 

Tata kelola dana desa menjadi pengelolaan yang transparan, inklusif dan tepat sasaran. Pengabdian ini 

dilakukan berdasarkan pada penelitian tim mengenai dana desa yang didanai oleh DRPM. Di desa ini para tim 

ingin lebih membina masyarakat dan ingin meningkatkan pendapatan masyarakatnya melalui dana desa dan 

BUMDes pariwisata.Informasi potensi mengenai pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan dan undang-

undang, melalui pendampingan akuntansi dana desa sehingga pengelolaan menjadi profesional. BUMDes 

belum berjalan diharapkan nantinya bisa bergerak bila terkendala dengan regulasi kita bisa konfirmasikan dan 

sharing dengan kepala dinas. 

Solusi pengembangan (pemberdayaan) masyarakat 

Potensi yang ada di desa Tanjung Alai berpeluang besar dalam pengembangan wisata dan kerambah apung. 

Untuk itu sangat diperlukan pengelolaan yang serius oleh BUMdes Wisata. Skema penyertaan modal dalam 

bentuk peraturan bupati tentang BUMDes. Pembuatan Master Plan pengembangan BUMDes dengan peta jalan 

BUMDes.   

Tingkat ketercapaian sasaran program 

Pelaksanaan kegiatan desa binaan di desa tanjung Alai dimulai dari persamaan persepsi perangkat desa dan 

masyarakat. Pada Bulan Agustus akan diadakan pemilihan direktur BUMDes yang baru. Dana desa yang ada 

digunakan sekarang ini hanya digunakan untuk BUMDes dengan layanan simpan pinjam.  Mengembangkan 

produk rumah tangga yang ada seperti pembuatan krupuk ubi akan dikembangkan menjadi serai wangi. Serai 

wangi  diambil minyaknya untuk dijadikan minyak wangi. 

 

 
Gambar 2. Pendampingan Pengelolaan Dana Desa 

Pelaporan dana desa perangkat desa sudah memakai Siskeudes  dalam pelaporan penggunaan dana desa. 

Potensi-potensi SDM diperlukan pendampingan dana desa dari Universitas. Memilih SDM yang tepat dalam 

mengelola BUMDes yang direncanakan bulan Agustus 2019. Pengembangan produksi serai wangi menjadi 

parfum sesuai  dengan yang direncanakan di APBDes Tanjung Alai. 
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Gambar 2. Pendampingan Pengelolaan Dana Desa 

Penggunaan dana desa untuk pengembangan pariwisata dengan normalisasi sungai untuk wisata. 

Kepemilikan lokasi-lokasi wisata saat ini masih dikuaisai kelompok-kelompok masyarakat. Pengembangan 

wisata dengan normalisasi sungai hijau Bangkinang. Akan dibuat tempat permandian, dikembangkan sebagai 

permandian mahligai. 

 

Gambar 3. Potensi desa bagi pengembangan BUMDes wisata 

Untuk Dana desa diperlukan pelatihan dan pembinaan serta pendampingan pengelolaan BUMDes. 

Pengembangan kuliner dan souvenir-sovenir khas desa. Kerambah apung dibuat di danau. Dari hasil ikan dari 

kerambah apung akan dibuat krupuk ikan khas desa Tanjung Alai. 

KESIMPULAN 

Menggali potensi desa dengan pembuatan peta jalan BUMDes bagi desa Tanjung Alai sangat diperlukan. 

Potensi desa memiliki dimensi yang sangat luas. Setiap desa memiliki karakter dan potensi yang umik dan 

tidak sama dengan desa lainnya. Potensi produk lokal identik dengan produk seperti pertanian dan kuliner.  

Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan kondisi misalnya melalui rembug warga 

(musyawarah warga), seminar hasil kajian desa, FGD dengan beberapa instrumen untuk identifikasi data dan 

informasi serta analisis aset/potensi desa. Setelah pemetaan peluang usaha yang bisa dijalankan dari potensi 

desa yang ada. Kemampuan dan keterampilan dan merealisasikan ide menjadi usaha. Untuk desa Tanjung Alai, 

menjadikan BUMDEs wisata yang aktif, agar bisa menyumbangkan PAD bagi desa. Pengelolaan dana desa 

dalam pelaporan keuangan sudah menggunakan Siskeudes. Perlu pendampingan bagi perangkat desa dalam 

melakukan posting ke sistem Siskeudes. 
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